BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A, Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pokok penelitian dan ha—
sil analisis data penelitian maka dapat ditarik suatu ke-
simpulan secara keseluruhan tentang kebutuhan, pengadaan
dan pengembangan Kepala SD Negeri di Propinsi Daerah Is-

timewa Aceh sebagai berikut :

1. Kebutuhan Kepala SD Negeri

Pertama, pertambahan jumlah enrolmen SD Negeri se-
lama tahun 1981/82 s/d 1985/86 di Propinsi Daerah Istimewa
Aceh membawa pengaruh terhadap kebutuhan Kepala SDN, yaitu
sebagai akibat dari adanya pertambahan jumlah enrolmen
membutuhkan adanya pertambahan jumlah sekolah. Hal ini da-
pat kita perhatikah dari adanya pertambahan murid SDN se-
lama tahun 1981/82 s/d 1985/86 rata-rata sebesar 1 s/d 5%
per tahun dari tiap Kabupaten/Kotamadya dan adanya pertam-
bahan jumlah SDN dari 1869 buah pada tahun 1981/82 menjadi
2679 buah pada tshun 1985/86, Prospek pertumbuhan enrolmen.
untuk tahun 1986/87 s/d 1930/91 menun jukkan kecenderungan
yang sama, baik pada tingkat ?ropinsi maupun pada tingkat
Kabupaten/Kotamadya. Hal yang sebaliknya terjadi pada pros-
pek pertambahan kebutuhan sekolah yang menun jukkan gejala
menurun bila dibandingkan dengan jumlah pertambahan seko-

lah selama tahun 1981/81 s/d 1985/86.
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Kedua, pengaruh dari pergantian kepala sekolah
karena adanya permutasian/dinamika dalam struktur kepala
sekolah yang disebabkan oleh promosi, pindah tempat, me-
ngundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia dan pen-
siun selama tahun 1981/82 s/d 1985/86 menyebabkan ada -
nya kebutuhan kepala sekolah kerena adanya lowongan da-
lam jabatan kepala sekolah pada setiap tahun. Besarnya
jumlah kepala sekolah yang harus diganti karena pengaruh
dari indikator tersebut diluar perkiraan yang pensiun
adalah sebesar 5 % per tahun, hal ini juga menun jukkan
gejala yang sama untuk tahun proyeksi 1986/97 s/d 1990/91.

Ketiga, pertumbuhan enrolmen : yang menyebabkan
adanya kebutuhan sekolah dan adanya dinamika dalam struk-
tur kepala sekolah yang menyebabkan adanya lowongan dalam
jabatan kepala sekolah adalah merupakan variabel yang se-
cara langsung mempengaruhi adanya kebutuhan kepala .seko-
lah pada setiap tahun. Besarnya kebutuhan Kepala SDN ter-
sebut adalah sesuai dengan penjelasan pada bagian pertama

dan kedua di atas.

2. Pengadaan Kepala SD Negeri

Pertama, kegiatan rekrutmen, seleksi dan pembina-
an calon kepala sekolah dalam pelaksanaannya belum merupa-
kan suatu kegiatan yang terprogram, pelaksanaannya berja-
lan bila dirasakan perlu/dibutuhkan tanpa adanya suatu pe-
rencanaan yang terprogram terlebih dahulu. Rekrutmen dan

seleksi balk programnya maupun pelaksanaannya merupakan
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kegiatan yang insidentil sesuai dengan ada atau tidak-
nya kebutuhan. Sama halnya dengan rekrutmen dan seleksi,
maka pembinaan calon kepala sekolah juga belum merupakan
suatu kegiatan yang terprogram, akan tetapi yang menggem-
birakan adalah adanya beberapa Kecamatan yang sudah mu -
lai mencoba mempergunakan sistem pembiakan untuk memper -
siapkan calon kepala sekolah.

Kedua; ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan
pengadaan Kepala SDN secara kuantitatif dan kualitatif
merupakan masalah yang terus menerus terjadi selama pe -
riode 1981/82 s/d 1985/86 di Propinsi Daerah Istimewa
Aceh., Selama kurun waktu tersebut rata-rata 91 % dari ke-
butuhan kepala sekolah secara kuantitatif yang berhasil
diadakan, peningkatan kebutuhan dengan pengadasn rata-
rata 10 % per tahun. Ketidak seimbangan kualitatif kebu-
tuhan dengan pengadaan kepala sekolah yang sangat menénjol
adalah pada kualifikasi kepala sekolah menurut pangkat/
golongan, dan bila dilihat dari kualifikasi ideal maka
kekurangan yang sangat terasa adalah pada latar belakang
pendidikan, pengetahuan dan skill yang seharusnya dimii+
liki oleh kepala sekolah, yaitu latar belakang pengeta-
huan administrasi pendidikan dan skill teknis dalam pelak-
sanaan tugas-tugas kekepalasekolahan. Ketidak sseimbangan
secara kuantitatif dan kualitatif terjadi secara merata
disetiap Kabupaten/Kotamadya dengan variasi yang tidak

jauh berbeda dari angka rata-rata secara keseluruhan.
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Prospek pengadaan Kepala SDN secara kuantitatif dan kuali-
tatif untuk tahun 1986/87 s/d 1990/91 dalam Propinsi Dae-
rah Istimewa Aceh akan menunjukkan .gejala yang sama bila
usaha-usaha kearah perbaikan keadaan tersebut tidak dita-
ngani dengan serius dan terprogram.

Secara umum,dengan demikian dapat disimpulkan bah-
wa pengadaan Kepala SDN di Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama periode tersebut diatas masih kurang baik, yaitu
baik dalam proses rekrutmen, seleksi, pembinaan maupun

dari sudut kuantitas dan kualitas yang diharapkan.

3. Pengembangan Kepala SD Negeri

Pertama, program pengembangan dan metode pengem-
bangan dalam rangka pengembangan Kepala SDN di Propinsi
Daerah Istimewa Aceh yang diterapkan selama tahun 1981/
82 s/d 1985/86 masih kurang memadai. Program pengembangan
yang sudah berjalan bersifat insidentil dalam bentuk pe-
nataran-penatarh demikian juga halnya dengan metode-meto-
de pengembangan masih memerlukan pemikiran kearah yang
lebih baik dan bervariasi sesuai dengan tugas kepala se-
kolah.

Kedua, Aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian
dalam program pengembangan masih terbatas pada pembinaan
bidang studi dan kemampuan ketatausahaan sekolah, dengan
demikian masih memerlukan pemikiran kearah pengembangan
kompetensi yang mencakup pelaksanaan tugas secara profe-

sional baik yang menyangkut dengan pengetahuan konseptual,
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Skill yang bersifat teknis maupun skill dalam hubungan
kemanusiaan.

Ketiga, prospek pengembangan kompetensi kepala se-
kolah, baik dalam programnya maupun dalam metode-metode
yang diterapkan untuk periode 1986/87 s/d 1990/91 masih
menun jukkan gejala yang sama dengan periode sebelumnya,
dengan demikian masih memerlukan usaha-usaha untuk pening-
katan ke arah yang lebih memadai dalam penerapan program-
program pengembangan dan penerapan metode-metode pengem-
bangan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan ter-
sebut, khususnya dalam masalah-masalah yang dihadapi da-
lam pengadsan dan pengembangan kepala SDN telah diambil
langkah-langkah untuk menanggulanginya, baik dengan peru-
musan kebi jaksanaan-kebi jaksanaan maupun dengan tindakan
nyata, akan tetapi belum semuanya berhasil diatasi, untuk
ini maka masih memerlukan pemikiran kearah perbaikan ke: -
adaan tersebut baik dari Pemerintah Daerah mapun Pemerin-
tah Pusat yaitu melalui Instansi yang terlibat dalam pe-

ngelolaan Sekolah Dasar.
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B. Rekomendasi C

Rekomendasi ini disusun dalam kaitannya dengan pe-
nyempurnaan manajemen personil SD khususnya dalam praki-
raan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan Kepala SD Ne-
geri di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu berdasarkan
kenyataan bahwa pengadaan kepala sekolah secara kuantita-
tatif dan kualitatif belum terpenuhi selama tahun 1981/82
s/d 1985/86, demikian juga prospeknya untuk tahun 1990/91.
Tidak terpenuhinya pengadaan sesuai dengan kebutuhan sa-
ngat erat hubungannya dengan prakiraan kebutuhan di. sam=
ping proses pengadaan itu sendiri. Prakiraan yang tepat
kebutuhan untuk setiap tahun akan memperlancar proses pe-
ngadaan. Kenyataan lainnya adalah program pengembangan -
yang diterapkan baik dilihat dari aspek-aspek yang dikem-
bangkan maupun metode-metode pengembangan yang diterapkan
belum memadai.

Berdasarkan permasalahan pokok penelitian, konsep-
konsep teoritis, analisis hasil penelitian dan kesimpulan
membawa kepada beberapa implikasi teoritis dan.praktis .
pperasional. Seterusnya berdasarkan kesimpulan hasil pe-

nelitian dapat dirumuskan suatu rekomendasi berikut :

1. Manajemen personil sekolah dasar

Suatu kenyataan bahwa gekolah dasar dikelola oleh
dua instansi, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayasan

dengan jajarannya di daerah sebagai instansi vertikal
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yang mewakili pemerinbah pusat dan Dinas P dan K sebagai
Dinas Otonom yang mewakili tugas-tugas pemerintah daerah.
Dualisme .dalam pengelolaan ini mempunyai keuntungan dan
kelemghan, disini bukan memperbincangkan masalash kebaik-
an dan kelemahannya, akan tetapi hanya dilihat beberapa
hambatan dalam usaha perbaikan manajemen personil seko-
lah dasar, khususnya dalam prakiraan kebutuhan, pengada-
an dan pengeﬁbangan kepala sekolah dasar negeri.

Dualisme dalam pengelolaan yang diikuti oleh biro-~
krasi yang kurang menguntungkan akan menghambat dalam
pelaksanaan manajemen personil, Pengelolaan sekolah dasar
memang agak rumit karena dualisme dalam pengelolaan bukan
hanya pada tingkat pusat dan Propinsi, akan tetapi sam =~
pai ke Kabupaten/Kotamadya dan bahkan beberapa derah sam-
pal ke Tingkat Kecamatan. Keadaan ini bila tidak diikuti
oleh perincian tugas yang betul-betul jelas dan koordina-
sl yang mantap akan menyebabkan terjadinya overlapping
dalam penanganannya dan keadaan yang tumpang tindih dalam
menanganl permasalahan yang sama. Keadaan ini memang di-
temukan dalam penyelenggaradn manajemen personil sekolsgh
dasar di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu yang sangat
menon jol pada pengadaan kepala sekolah.

Keadaan~yangvtelah diuraikan. di atas tidak berar-.
ti bahwa perlu dihilangkan dualisme dan-birokrasi dalam
pengelolaan SDN, karena hal ini menyangkut dengan kebi-

jaksanaan sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan
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pendidikan dengan pertimbangan yang sangat rumit. Untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka meng-
hindari kekembaran, duplikasi dan adanya penanganan mas-
alah yang sama oleh dua tangan,dapat diusahakan perbaikan
melalui : (a) perumusan tujuan pokok yang harus dicapai
oleh masing-masing instansi pengelola pada setiap ting -
katan (b) perincian fungsi-fungsi, baik operasional mau=
pun non operésional Yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan dan sasaran tersebut (c) perincian rangkaian ke -
gilatan yang harus dilakukan pada setiap fungsi tersebut,
dan (d) perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan pada-
setia kegiatan. Dengan demikian diperlukan suatu deskrip-
si yang jelas tugas dari masing-masing instansi ini.
Karena masalah adanya dualisme dalam pengelolaan
sekolah dasar adalah masalah sentralisasi dan desentrali-
sai yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dihilangkan,
maka perlu adanya peningkatan koordinasi dari instansi
vertikal -- yaitu Kanwil Dep. Dikbud, Kandep Dikbud Kabu-
paten/Kotamadya dan Kecamatan, dengan Dinas P dan K Pro=
pinsi dan Cabnag Dinas P dan K sebagai Dinas Otonom da-
lam penyelenggaraan manjemen personil sekolah dasar. Di
samping itu walaupun pembagian tugas antara Instansi ver-
tikal yaitu Dep. Dikbud dan jajarannya dan dinas. P dan K
yang mewakili Pemerintah Daerah secara garis besar telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ten-

tang Pelaksanaan Penyerahan Sebahagian dari Urusan .
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Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan kepada Propinsi, namun secara operasional
masih perlu adanya perumusan yang lebih jelas fungsi da-
ri Kanwil Dep. Dikbud, Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya
dan Kecamatan, Dinas P dan K Propinsi dan Cabang Dinas

P dan K dalam penyelenggaraan menajemen personil, khusus-
nya dalam prakiraan kebutuhan,pengadaan dan pengembangan

kepala sekolah dasar.

2. Prakiraan kebutuhan kepala SDN

Pertama, sesuai dengan adanya pertambahan jumlah
sekolah setiap tahun dan adanya jabatan kepala sekolah
yang lowong menun jukkan bahwa akan adanya kebutuhan sejum-
lah kepala sekolah pada setiap tahun. Untuk ini maka dis-
perlukan adanya prakiraan kebutuhan kepala sekolah untuk
jangka pendek dan jangka panjang, secara kuantitatif dan
kualitatif. Perencanaan kebutuhan ini berguna untuk pe-
ngadaan kepala sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, bi-
la jumlah yang dibutuhkan sudah terlebih dghulu diketahuli,
maka jumlah kepala sekolah yang harus diadakan akan dike-
tahui dengan pasti. Sehubungan d engan adanya lowongan ja-
batan kepala sekolah yang terjadi setiap tahun yang dise-
babkan ;adanya permutasian kepala sekolah karena promgsi,
pindah tempat, mengundurkan diri, diberhentikan, mening-

gal dunia dan pensiun, memerlukan suatu pencatatan yang

lebih cermat jumlah kepala sekolah yang mutasi tersebut
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untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam prakira-
an kebutuhan kepala sekolah untuk tahun yang akan datang.
Semua ini memerlukan suatu kegiatan prakiraan yang ter -
program untuk setiap tahun pada setiap Kecamatan dan Ka-
bupaten dalam rangka memperlancar proses pengadaan.
Kedua, prakiraan kebutuhan kepala sekolah yang me-~
libatkan unsur dari Kandep Dikbud dan Dinas P dan K me -
merlukan koordinasi dan penanganan yangserius, perlu ada-
nya pembagian dan penggarisan tugas dan tanggung jawab
Yang jelas tentang perencanaan kebutuhan. Kebutuhan kepa-
la sekolah untuk tahun tertentu perlu diperinci menurut
daerah masing-masing, dengan demikian diperlukan pening-
katan peranan Kandep Dikbud Kecamatan dalam mengases/mem-
prakirakan kebutuhan kepala sekolah, karena Kandep Dikbud
Kecamatan lebih mengetahui kebutuhan yang terperinci un&=
tuk daerah masing-masing. Kandep Dikbud Kabupaten/Kota -
madya dan Cabang Dinas P dan K hanya mengkalkulasi kebu-

tuhan untuk tingkat Kabupaten /Kotamadya.

3. Pengadaan Kepala SD Negeri

Keadaan tidak terpenuhinya pengadaan ke-
pala sekolah secara kuantitatif dan kualitatif menun juk-
kan kepada tidak lancarnya proses pengadaan -- yaitu re-
krutmen, seleksi dan proses pengangkatan/penempatan; dan
kurang baiknya proses persiapan calon kepala sekolah.
Untuk ini memerlukan usaha-usaha untuk mengatasinya, yaitu

melalui perbaikan proses pengadaan dan pembinaan calon
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kepala sekolah., Sesuai dengan permasalahan ini ada tiga
usaha yang harus diperhatikan untuk memperbaiki keadaan
ini, yaitu : (a) perbaikan proses pengadaan (b) penyeder-
hanaan dalam proses pengangkatan dan (c) penyempurnaan
program pembinaan calon kepala sekolah.

Pertama, perencanaan dan pemograman terhadap ke-
giatan rekrutmen dan seleksi merupakan usaha yang mutlak
dalam rangka hemperlancar proses pengadaan kepala seko-
l1ah. Rekrutmen sangat erat hubungannya dengan perencana-
an kebutuhan, untuk ini program rekrutmen harus mempunyai
langkah-langkah yang jelas, harus jelas kebijaksanaan
yang dirumuskan, dan perumusan tanggung jawab yang jelas.
Untuk merekrut calon kepala sekolah dapat diambil dari
dalam lingkungan Kandep Dikbud Kecamatan dan dari luar
Kndep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan. Jadi tidak per-
lu adanya pembatasan pengambilan kepala sekolah hanya da-
ri dalam Kecamatan saja, tetapi juga dapat diambil dari
Kecamatan yang lain, terutama dalam mengatasi permasalah-
an kurangnya kepala sekolah yang memenuhi syarat di dae-
rah terpencil. Proses seleksi kepala sekolah harus meru-
pakan kegiatan rutin yang dapat diprogramkan sstiap tahun.
Untuk ini supaya program seleksi dapat berjalan dengan
baik perlu (a) merumuskan dengan teliti peranan dari se-
tiap unsur yang terlibat (b) menetapkan standar dan ke-
bijaksanaan seleksi, dan (c) mengumpulkan lebih dini in-

formasi tentang calon kepala sekolah.
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Kedua, proses pengusulan sampai kepada pengangkat-
an kepala sekolah terlalu lama yang mengakibatkan sering
terlambatnya pengangkatan kepala sekolah yang definitif,
Di sini dilihat perlu adanya penyederhanaan dalam proses
pengangkatan kepala:sekolah, sebaiknya tidak perlu adanya
proses di tingkat Kabupaten/Kotamadya, tetapi cukup me-
lalui penilaian di tingkat Kecamatan, seterusnya langsung
di_Ririm-ke Pinas P dan K Propinsi untuk diproses Surat
Keputusan Pengangkatan sebagai kepala sekolah. Dengan di-
lewatinya proses pada tingkat Kabupaten/Kotamadya maka
akan lebih cepat dan lebih efisien dalam proses pengang-
katan, proses perekrutan dan penilaian cukup hanya pada
tingkat Kecamatan dan Propinsi.Di .samping itu untuk meng-
atasi kekeurangan kepala sekolah yang di daerah terpen -
cil dirasa perlu adanya tunjangan khusus dan kenalkan™
pangkat istimewa bagi kepala sekolah untuk meningkatkan
gairah kerja mereka.

Ketiga, sesuai dengan adanya kekurangan dalam kua-
1ifikasi kepala sekolah yang diangkat perlu dicari jalan
pemecahan kearah pengadaan kepala sekolah yang memenuhi
syarat, salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah
melalui pembinaan/mempersiapkan calon kepala sekolah yang
akan diangkat. Untuk ini maka perlu adanya perumusan sua-
tu program pembinaan, baik pada tingkat Kecamatan maupun
pada tingkat Kabupaten/Kotamadya. Dalam program pembinaan

calon kepala sekolah tersebut harus mencakup pembinaan
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terhadap kemampuan konseptual, kemampuan teknis dan ke-
mampuan manusia, kepada mereka harus diberikan pengeta-
huan yang menyangkut dengan tugas-tugas yang akan dihada-~
pinya dan hubungan kepala sekolah dengan masyarakat. Ben-
tuk program pembinaan ini dapat berbentuk kursus-kursus
atau sejenis penataran dan sebaiknya adalah kepala seko=-
lah harus dididik secara khusus minimal tiga sampai enam
bulan. Meskipﬁn pembinaan kepala sekolsh belum dapat di-
laksanakan, namun perlu dicari kepala sekolah yang meme-
nuhi syarat, usaha-usaha untuk mendapatkan kepala sekolah
yang memenuhi syarat idial perlu terus diusahakan demi
tercapainya/terpenuhi kebutuhan kepala sekolah yang sesu-

al kompetensi yang diharapkan dari mereka.

4. Pengembangan Kepala SD Negeri

Karena adanya kepala sekolah yang dalam pengang-
katannya kurang memenuhi syarat yang telah ditetapkan
menyebabkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam pelak-
sanaan tugasnya, dilain pihak peekembangan dalam ilmu
dan teknologi serta pérubahan tuntutan masyarakat merupa-
kan tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepala
sekolah, untuk ini maka diperlukan adanya suatu program
pengembangan yang baik.

Pertama, dalam pengembangan kepala sekolah harus
jelas aspek-aspek yang ingin dikembangkan disamping tun-
tutan harus adanya suatu program pengembangan yang baik.

Aspek-aspek yang dikembangkan harus mencakup :

P
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(a) peningkatan ketrampilan konseptual yaitu untuk menem-
bah pengetahuan tentang administrasi pendidikan, pengam-
bilan keputusan dan kepemimpinan, (b) peningkatan ketarm-
pilan teknik, yaitu untuk meningkatkan kemampusan dalam
fungsi dan tugas yang berhubungan dengan,pengajaran, per-
sonil, murid, pengelolaan ketatausahaan,keuangan dan ba-
rang, (c) ketrampilan manusia, yaitu dalam usaha mening-
katkan kemampuan pribadi kepala sekolah dalam pengendali-
an aktivitas-aktivitas, pengendalian prestasi, pengenda-
lian mobilitas dan kemampuan sosial. Pengembangan kepala
sekolah kalaupun tidak bisa dipusatkan pada masing-masing
Kecamatan, minimal harus dipusatkan menurut wilayah atau
Kabupaten/Kotamadya, tidak hanya pada tingkat Propinsi,
sehingga dengan demikian semua kepala sekolah akan ter -
jangkau oleh program pengembangan .

Kedua, variasi dalam metode /teknik pengembangan
sangat perlu, disamping untuk menarik perhatian peserta
pengembangan juga untuk dapat menyesuaikan metode pengem-
bangan dengan aspek-aspek yang ingin dikembangkan . Pe-
ngembangan itu sendiri sebenarnya dapat dilaksanakan
oleh instansi pengelola, dikirim ke kampus untuk belajar
dan dengan memanfaatkan organisasi profesi. Metode yang
dipergunakan tidak hanya berbentuk penataran-penataran,
tetapi harus dicari teknk lain yang lebih cocok dengan
aspek yang dikembangkan dan tugas kepala sekolah. Mtode-

tersebut antara lain adalah : work-shop, kuliah,

- ’ : * ¢
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konperensi, seminar dis%usi terbimbing, rotasi jabatan,
internship, studi kasus, intervisitasi, kursus, role
playing, brosur atau majalah berkala dan lain-lain.
Ketiga, Baik dalam program pengembangan, aspek-as-
pek yang dikembangkan maupun metode pengembangan yang di-
pergunakan,. dalam penerapannya sering terdapat perbedaan
antara apa yang diharapkan dengan kenyataan pelaksanaan
di lapangan, untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan
dan ketepatan apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai
memerlukan penilaian, Untuk ini diperlukan suatu program
follow-up terhadap program yang telah dilaksanakan untuk

perbgikan bagi penerapan di masa yang akan datang





